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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

-7 | PFPN\X.

utnya disebut sebagai

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14
November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba,
Nomor: 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb tanggal 14 November 2024, mengajukan permohonan

itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah secara agama Islam di

Maumere Kabupaten Sikka, pada tanggal 24 Maret 2018;
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2. Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon Il adalah saudari kandung yang
bernama Asariman karena ayah kandung pemohon Il telah meninggal dunia,
dan diwakilkan kepada imam masjid.

3. Bahwa yang menikahkan pemohon | dan pemohon Il adalah imam masjid
bernama Muhammad Kasim.

4. Bahwa Pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l disaksikan oleh 2 orang saksi
yakni Muhamad Soap Sengaji dan Ibrahim H Taher;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah dengan Mahar / Maskawin berupa
seperangkat alat sholat dibayar tunaij

6. Bahwa pada proses ijab Kabul, Pemohon | dapat dengan lancar mengucapkan

Il tidak dilaporkan karena para pemohon tidak mempunyai kelengkapan

administrasi kependudukan;
11.Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk
kepentingan mengesahkan perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il dan

mengurus akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il memohon agar
Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:
PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;
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2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon | (dengan Pemohon I
() yang dilaksanakan di Maumere Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Maret
2018;

3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

idafganesielah ditentukan, para Pemohon telah

Menimbang, bah lah Hakim Pengadilan
Agama Lewoleba se Q ; limb <ali ar pelayanan terhadap
masyarakat agar te erdasarkan surat ijin

permohonan Itsbat NikaRENEESEOUMRuREE P¥muman selama 14 hari
sebelum perkara ini disida elg / a tersebut tidak ada pihak
lain yang mengajukan keberatafis amw*Agama Lewo Leba sehubungan

dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir

sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi

permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal para Pemohon memberikan keterangan

tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon | saat menikah berstatus duda karena isterinya telah meninggal
dunia pada 25 Juli 2018 ;
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- Bahwa Pemohon Il saat menikah berstatus Janda karena suaminya telah
meninggal dunia pada 20 April 2019 ;

- Bahwa para Pemohon menikah sirri karena saat itu orangtua Pemohon | sedang
sakit keras ;

- Bahwa nikah sirri dilakukan di Maumere karena saat itu sama merantau di
Maumere ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan

alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon | Nomor:
5313081010760001 gezl 2098, yang dikeluarkan oleh Dinas

sesuai denga
2. Fotokopi Ka F id ‘ emohon Il Nomor:
53081141078 . eluarkan oleh Dinas
bata Provinsi NTT,

telah berme 2lah dicocokkan dan

sesuai deng
3. Fotokopi Sertifike! A2y DI 7 anggal 2 Agustus 2018
\ telah dicap pos
(nazegelen), telah ~\ Kkaf-6 es! n aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangg S CULIELR B #%70.472/07/DK/1V/2019 tanggal 24

April 2019 yang dikeluarkan oleh"Reépala desa Kabirangga Kecamatan Maukaro

Kabupaten ende, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi pertama: |
|
|
|

I ¢i bawah sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon | ;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri karena

saksi hadir ketika akad nikah Pemohon | dan Pemohon Il dilangsungkan;

Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Maumere Kabupaten Sikka
pada tanggal 24 Maret 2018;

Bahwa saksi ingat yang hadir pada pernikahan para Pemohon di Maumere

hanya kerabat dekat sekitar 10 orang ;

- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Masjid Maumere

bernama Ustadz Muhammad Kasim;

- Bahwa wa » ] suara pak Imam

engucapkan kalimat

kabul, nikah sama-sama
mengatakan
- Bahwa saksi INgé Oh | kepada Pemohon Il

Pimarier-t

menlkah;

Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon | sudah meninggal lama jauh
sebelum para Pemohon menikah ;

- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I
sebelum mereka menikah;

- Bahwa keduanya sudah dikaruniai dua orang anak ;

Bahwa status Pemohon | saat menikah duda dan status Pemohon Il janda;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon | dan Pemohon Il belum meliki akta
nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;

2. Saksi kedua:
[ ——
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|
I i bawah sumpahnya

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami-isteri;

- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Pemohon | dan Pemohon I
dilangsungkan hanya diberitahu oleh keluarga;

- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Maumere Kabupaten Sikka
padtapi tidak tau kapan;

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita keduanya sudah menikah di

fldgra kandung Pemohon |l dan

dilangsungka : NG K- M&njadi saksi nikah, tapi

saksi tidak ta

berupa sepe

- Bahwa antalk 5 86la hubungan keluarga

- Bahwa keduanya sudaf

Bahwa status Pemohon | saat menikah duda dan status Pemohon Il janda;

Bahwa sampai saat ini, Pemohon | dan Pemohon Il belum meliki akta

nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya

memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini,
maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana

terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan
yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang
dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan

pengesahannya hanya dapat diterima_apabila diajukan dalam rangka untuk

kepentingan perceraian (Pasal ompilasi Hukum Islam);
Menimbang, bahwa/@entan* Cerik leh karena permohonan

pengesahan perkawinag on aquo adalah bukan

perkawinan yang terj ang Nomor 1 Tahun

sebagai dasar huk daj B Whone Jese nikah ini diterima,
permohonan ini har gan yang jelas serta

konkrit, yaitu alasa Pemohon sehingga

administrasi para Pemohon lainnye

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa
permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan
yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar
perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana
tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah
alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk
membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1-P.4) yang telah dicatat dalam

duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;
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Menimbang, bahwa bukti (P1-P.3) merupakan akta autentik, bermeterai

cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal
285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti (P1-P.2) tersebut dapat diterima

sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.2 merupakan akta autentik yang
tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat
(Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 28 ), telah terbukti bahwa para

Menimbang, bahwa ' kta autentik yang tidak
dibantah sehingga me , dan mengikat (Pasal
1870 KUH Perdata dg F/'QF J isteri Pemohon | yang
bernama SENIAH Bin , B Al 2018 ;

Menimbang, ba eltLpe an akta autentik,
bermeterai cukup, diC@BPO: ( gRgamlaslinya, sesuai
ketentuan Pasal 285 Sall rdata asal 2 Ayat (3)
Undang-Undang Nom ahun 1 asal 2/ Peraturan

alat bukti yang mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya sekurang-kurangnya
satu alat bukti, dalam hal ini Para Pemohon membuktikan dengan saksi dan dalam hal ini

akan Hakim pertimbangkan tersediri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah
dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta telah memberikan
keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri serta saling
berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk

orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-
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peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa
yang didengar dan/ atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi
tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi pertama dan
telah dibenarkan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa akad nikah
dilaksanakan pada 24 Maret 2018 dan sampai saat ini keduanya telah memiliki
dua orang anak, pada saat menikah saksi pertama hadir dalam pernikahannya
dan saksi mengetahui Pemohon | adalah duda dan Pemohon Il juga berstatus
Janda tetapi saksi tidak ingat tahun berapa pasangannya masing-masing tersebut

meninggal dunia, demikian halnya dengan keterangan saksi ke dua Para

mengajukan Isbat Nikah maka perlu diperhatikan saat perkawinan dilakukan harus

memenuhi ketentuan pasal 3 Jo pasal 8 (ayat f), Jo pasal 9 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam
berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang mengatur bahwa seorang pria
hanya boleh memiliki seorang Isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki
seorang suami, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut merupakan larangan
nikah apabila seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan suaminya
lalu menikah lagi dengan orang lain (Poliandri), kecuali dalam hal ini jika seorang
suami berkehendak memiliki Isteri lebih dari seorang (Poligami), maka suami

perlu mengajukan Permohonan ijin Poligami ke Pengadilan Agama yang
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N mewilayahi tempat tinggalnya, ketentuan mana dalam perkara aquo diambil alih
menjadi dasar hukum bagi Hakim Tunggal ;

Menimbang, bahwa jika di kaitkan dengan bukti P.3 dan P.4 juga
pengakuan para Pemohon dalam persidangan, serta dicocokkan dengan
keterangan para Pemohon dalam Posita 1 Pemohonan para Pemohon maka
dapat ditarik suatu pemahaman bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan
pada tanggal 24 Maret 2018, berdasarkan bukti P.3 menerangkan bahwa isteri
Pemohon | sebelumnya yang bernama Seniah binti Melan meninggal dunia pada
tanggal 25 Juli 2018, demikian pula terhadap status Pemohon Il saat menikah
sebagai Janda, jika dikaitkan dengan bukti P.4 menerangkan bahwa Suami
Pemohon Il sebelumnya bernamasStginanmiets

April 2019 ; /$ AG4

Menimbang, bahy \1,« ,

meninggal dunia di Ende pada 20

gksebut diatas maka dapat
dipahami dan diketahuf 8¢ o = wu’ jkawinan Pemohon | dan
Pemohon |l dilaksarg paik Pemohon | dan

Pemohon |l masi SrkAt S De rkelirg P figan masing masing

tidak membuktikan

apapun terkait dengd ke i adanya ijin Poligami

dari Pengadilan Aga Y Iei gffPemohon |, pada saat
perkawinan dilangsungkg / mbuktikan bahwa isteri
Pemohon | dari pernikaha Pemohon | menikah dengan

Pemohon | meninggal pada tanggal 25 Juli 2018 (bukti P.3), dengan demikian dalil
Pemohon | bahwa status Pemohon | saat menikah dengan Pemohon Il berstatus
Duda cerai mati tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon Il dalam persidangan mendalilkan bahwa
pada saat menikah dengan Pemohon | status Pemohon Il telah berpisah / bercerai
dengan suami di pernikahan sebelumnya, akan tetapi dalam persidangan
Pemohon Il tidak dapat membuktikan dalil perceraiannya tersebut, berdasarkan
bukti P.4 membuktikan bahwa suami Pemohon |l pada saat Pemohon Il menikah
dengan Pemohon | pada tanggal 24 Maret 2018 masih hidup dan telah terbukti
suami Pemohon Il meninggal pada tanggal 20 April 2019 (bukti P.4), dengan
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demikian dalil Pemohon Il bahwa status Pemohon |l saat menikah dengan
Pemohon | sebagai Duda cerai mati tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut
Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan
tentang adanya larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 3 Jo pasal 8
(ayat f), Jo pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo
pasal 40 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991,
dengan demikian bahwa perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
telah dilangsungkan tersebut cacat karena adanya larangan perkawinan yang

dilanggar, sehingga dengan demikian, maka permohonan para Pemohon agar

perkawinannya tersebut d|sahk ak dan tidak dapat dikabulkan ;
Menimbang, bahwagg ohonan Isbat Nikah yang
ditolak maka berdasarkgFRe g&mohon dapat melakukan

pernikahan ulang di ang mewilayahi tempat
tinggal para Pemohoy

Menimbang, stensi identitas status
hukum anak anak Sirri para Pemohon
tersebut maka para F dengan berperkara
Permohonan Asal u atau G |ajukan di Pengadilan

Agama yang mewilay ; 5.3,»\__./1.“ w‘ V

Menimbang, bahwa oleh erkarapint-adal ntair, maka segala biaya

Mengingat dan memperhatikan g=undang N 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon | dan pemohon lI;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
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Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Lewoleba pada hari Kamis , tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan
tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami, ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H
selaku Hakim Tunggal berdasarkan pada surat ijin bersidang Hakim tunggal yang
diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22
Februari 2022, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal melalui Sistim Informasi Pengadilan
melalui Aplikasi E-Court, dengan dibantu oleh LILI HERAWATI D, S.Ag selaku

Panitera Pengganti, dengan dihadiri para. Pemohon secara elektronik;

NI, S.H.l., M.H

LILI HERAWATI D, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 0,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
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